
 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PRO VIN SI SULAWESI SELA TAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

NOMOR 6J. TAHUN 2018 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN 
KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan 
Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan 
Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor I Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Dari Pemerintah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun !999"' tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang 
Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5887); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 Kedua 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Nomor 541); 

11. Peraturan Daerah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 11 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 
Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 
Nomor4). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL DARI PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE 
DAN KEPULAUAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal4 

Hibah dapat diberikan kepada: 
a. Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah lain; 
c. Sadan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau 
d. Sadan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 

Indonesia. 
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2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

Pasal5 

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi 
kriteria paling sedikit : 

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 
b. tidak wajib, tidak mengikat dan terus menerus setiap tahun anggaran 

kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; 
c. memenuhi persyaratan penerima hibah dan 
d. hibah yang sifatnya terus menerus dan/atau telah diatur dalam 

perundang-undangan sebagai berikut: 
l. Komite Olahraga Nasional (KON!). 
2. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). 
3. Pramuka. 
4. Majelis Ulama Indonesia (MUl). 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasa16 

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam 
daerah yang bersangkutan. 

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran 
daerah sebagaimana diamanatkan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang 
diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga yang bersifat : 
a. nirlaba, sukarela dan sesuai yang dibentuk berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; 
b. nirlaba, sukarela dan sosial yang telah merniliki surat keterangan 

terdaftar yang telah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur 
atau Bupati/Walikota, atau 
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masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang 
masih hidup dana tau sesuai dengan perkembangan masyarakat, 
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan / a tau 
pemerintah daerah melalui pengesahaan atau penetapan dari 
pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait 
sesuai dengan kewenangannya. 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan 
kepada organisasi kemasyarakat, yayasan dan perkumpulan yang 
berbadan hukum yang telah mendapatkan pengesahaan badan hukum 
dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi 
manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. memiliki kepengurusan yangjelas di daerah yang bersangkutan; 
b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat atau sebutan lainnya; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan 
lain oleh peraturan perundang-undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang 
bersangkutan; dan 

c. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan. 

5. Diantara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 
Pasal 23a sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23a 

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri 
dari atas bantuan sosial kepada individu dan atau/ keluarga yang 
direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah 
jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan 
APBD. 
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berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas itll.�!%:N>�KUM 
Perangkat Daerah. 

(4) Jumlah pagu usulan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (3) paling tinggi 50% (Lima Puluh Persen) dari pagu bantuan 
sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima. 

(5) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnnya sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APSD 
yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial 
yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. 

(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi 
anggaran yang direncanakan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 

Ditetapkan di Pangkajene 
pada tanggal, 20 � 

DAN KEPULAUAN, 

AS!STEt1 
KA BAN 
KABIO 
KONSEPTOR: -'t--::=,- 
PENCETIK : --'ff'- 

TEl.AH o:mr:::, �·1 � 
BAGWi I< .• · .', :: ;·���1:JAIJG.UNOANG.OJI SEKDA "" : .,. 

Diundangkan di Pangkajene 
'--' pada tanggal, 

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
PAN KAJENE DAN KEPULAUAN, 

SERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018 
NOMOR 


